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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum
terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital dalam sistem hukum di Indonesia
serta membandingkannya dengan pengaturan yang berlaku di negara lain guna melihat
kemungkinan pengembangan perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap
perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta
pendekatan perbandingan hukum yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber
hukum, literatur akademik, serta dokumen yang berkaitan dengan perlindungan anak dan
aktivitas ekonomi digital. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis mengenai
posisi anak sebagai pemengaruh digital dalam perspektif hukum serta upaya mengkaji
kesenjangan antara perkembangan aktivitas digital anak dengan pengaturan hukum yang
tersedia saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia pada
dasarnya telah memiliki dasar perlindungan terhadap anak melalui berbagai ketentuan
hukum yang mengatur mengenai hak anak, ketenagakerjaan, serta aktivitas di ruang
digital, namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus
mengatur keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi digital sebagai pemengaruh digital.
Sementara itu, di beberapa negara lain telah berkembang pengaturan yang lebih spesifik
yang menekankan pada pengawasan terhadap aktivitas digital anak serta perlindungan
terhadap hak ekonomi anak yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Kesimpulan penelitian
ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk mengembangkan pengaturan
hukum yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan
yang lebih efektif terhadap anak dalam aktivitas digital yang memiliki nilai ekonomi.
Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan kebijakan hukum yang
mampu mengakomodasi perkembangan aktivitas ekonomi digital dengan tetap
menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap
pengaturan yang melibatkan anak di ruang digital.
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Abstract: This study aims to analyze the legal protection provided to children working as
digital influencers within the Indonesian legal system and compare it with existing
regulations in other countries to explore the possibility of developing more adaptive legal
protections for the development of digital technology. This study employs a normative legal
research method with a statutory, conceptual, and comparative legal approach, conducted
through a review of various legal sources, academic literature, and documents related to child
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protection and digital economic activities. The innovation of this study lies in the analysis of
the position of children as digital influencers from a legal perspective and the effort to
examine the gap between the development of children's digital activities and current legal
regulations. The results of this study indicate that the Indonesian legal system essentially
provides a basis for child protection through various legal provisions governing children's
rights, employment, and activities in the digital space. However, these regulations are still
general in nature and do not specifically regulate children's involvement in digital economic
activities as digital influencers. Meanwhile, in several other countries, more specific
regulations have developed that emphasize monitoring children’s digital activities and
protecting children's economic rights resulting from these activities. The conclusions of this
study indicate that there is still a need to develop more comprehensive legal regulations to
provide legal certainty and more effective protection for children in digital activities that have
economic value. This study recommends strengthening legal policies that can accommodate
the development of digital economic activities while maintaining the principle of the best
interests of the child as the primary basis in all arrangements involving children in the digital
space.

Keywords: Legal Protection; Digital Influencers; Digital Economic Activities.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya
berbagai bentuk aktivitas baru di ruang digital, salah satunya adalah fenomena anak yang
berperan sebagai pemengaruh digital (digital influencer) pada berbagai platform media
sosial.[1] Aktivitas ini tidak lagi terbatas pada ekspresi diri atau hiburan semata, tetapi
telah berkembang menjadi kegiatan yang memiliki nilai ekonomi melalui kerja sama
promosi produk, iklan digital, serta monetisasi konten.[2] Kondisi tersebut menimbulkan
im

plikasi hukum yang cukup kompleks, khususnya berkaitan dengan perlindungan
terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital. Di satu sisi, kehadiran anak
sebagai pemengaruh digital dapat memberikan peluang ekonomi dan kreativitas, namun
di sisi lain juga berpotensi menimbulkan risiko eksploitasi ekonomi, pelanggaran hak
privasi, serta gangguan terhadap proses tumbuh kembang anak apabila tidak diatur
secara memadai dalam sistem hukum.[3]

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi
manusia, perlindungan anak, ketenagakerjaan, serta penggunaan teknologi informasi.[4]
Jaminan konstitusional mengenai perlindungan anak dapat ditemukan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak
memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[5] Selain itu, berbagai
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ketentuan lain seperti dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang
Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan
dasar normatif bagi perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam
aktivitas yang berkaitan dengan ruang digital. Meskipun demikian, pengaturan tersebut
masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mengenai anak yang bekerja
sebagai pemengaruh digital, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan hukum
terhadap fenomena baru yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital.[6]

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan anak dalam konteks
eksploitasi ekonomi, ketenagakerjaan anak, maupun perlindungan anak di ruang digital
secara umum.[7] Namun, kajian yang secara khusus menyoroti posisi anak sebagai
pemengaruh digital dalam perspektif hukum, terutama dalam kaitannya dengan
pengaturan hukum positif di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain, masih
relatif terbatas. Padahal, di beberapa negara telah muncul regulasi yang secara khusus
mengatur keterlibatan anak dalam aktivitas digital yang menghasilkan keuntungan
ekonomi. Misalnya, di negara Prancis telah diterapkan regulasi yang secara khusus
mengatur eksploitasi komersial anak dalam konten digital melalui pengawasan negara
serta pengaturan mengenai pengelolaan pendapatan anak. Demikian pula di negara
bagian Illinois yang mulai mengembangkan pengaturan mengenai hak ekonomi anak yang
terlibat dalam konten media sosial yang menghasilkan keuntungan. Keberadaan regulasi
tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap potensi eksploitasi ekonomi
terhadap anak di era ekonomi digital.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini
ialah: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak yang
bekerja sebagai pemengaruh digital; serta (2) Bagaimana perbandingan pengaturan
perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital di Indonesia
dengan negara Prancis dan Illinois. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja
sebagai pemengaruh digital dalam hukum positif Indonesia serta membandingkannya
dengan pengaturan yang berlaku di Prancis dan Illinois. Melalui pendekatan tersebut,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi hukum anak
sebagai pemengaruh digital dalam sistem hukum Indonesia sekaligus menunjukkan
urgensi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan
terhadap hak-hak anak dalam aktivitas ekonomi digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap
norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi anak yang bekerja
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sebagai pemengaruh digital. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis
asas hukum, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan
argumentasi yuridis terhadap adanya kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan
mengenai fenomena anak dalam aktivitas ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan
beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statutory approach)
dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak,
ketenagakerjaan, dan aktivitas digital; pendekatan konseptual (conceptual approach)
yang mengkaji pandangan para ahli serta doktrin hukum yang relevan; serta pendekatan
perbandingan (comparative approach) dengan membandingkan pengaturan hukum di
Indonesia dengan negara Prancis dan negara bagian Illinois yang telah memiliki regulasi
mengenai perlindungan anak dalam aktivitas digital. Jenis bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti
peraturan perundang-undangan nasional maupun asing, bahan hukum sekunder berupa
buku literatur, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum
tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, serta mengkaji
berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum
yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif
untuk menggambarkan norma hukum yang berlaku, teknik komparatif untuk
membandingkan pengaturan antara Indonesia dengan negara lain, teknik evaluatif untuk
menilai kecukupan pengaturan hukum yang ada, serta teknik argumentatif untuk
menyusun argumentasi hukum secara sistematis dalam menjawab permasalahan
penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai
pemengaruh digital.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Anak sebagai Pemengaruh Digital di
Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi
baru, salah satunya adalah munculnya anak yang berperan sebagai pemengaruh
digital pada berbagai platform media sosial. Aktivitas ini tidak hanya bersifat hiburan,
tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi melalui kerja sama promosi
produk, iklan digital, maupun monetisasi konten. Fenomena tersebut menimbulkan
konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang terlibat
dalam aktivitas ekonomi digital.[8]

Meskipun hingga saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur
mengenai anak sebagai pemengaruh digital, sistem hukum di Indonesia sebenarnya
telah memiliki berbagai ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan
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perlindungan hukum terhadap anak. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam
beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak,
ketenagakerjaan, serta aktivitas di ruang digital.[9]

a.

Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai
Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2)
menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban
konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk dalam aktivitas yang berlangsung di ruang digital.[10]

Dalam konteks anak yang berperan sebagai pemengaruh digital, ketentuan
konstitusional tersebut dapat dimaknai sebagai dasar bagi negara untuk
memastikan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi digital tidak
mengganggu proses tumbuh kembangnya. Aktivitas pembuatan konten digital
yang dilakukan oleh anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi
anak atau the best interests of the child. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap
kebijakan, keputusan, maupun aktivitas yang melibatkan anak harus
mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh.[11]

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan landasan normatif bagi negara untuk mengatur dan mengawasi
keterlibatan anak dalam aktivitas digital agar tidak mengarah pada bentuk
eksploitasi maupun pelanggaran hak anak.[12]

Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai
Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

Pengaturan mengenai perlindungan anak juga dapat ditemukan dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-
undang ini ditegaskan bahwa anak merupakan bagian dari kelompok yang
memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan
keluarga.[13]

Pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak
berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
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Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya
menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran aktif keluarga dan
lingkungan sosial.[14]

Dalam praktik aktivitas pemengaruh digital, peran orang tua sering kali sangat
dominan karena sebagian besar akun media sosial anak dikelola oleh orang tua
atau wali. Oleh karena itu, tanggung jawab perlindungan anak dalam aktivitas
digital tidak hanya berada pada negara sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga
pada orang tua sebagai pihak yang secara langsung mengatur aktivitas anak
dalam produksi konten digital.[15]

Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa anak
berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi. Dalam
konteks ini, aktivitas anak sebagai pemengaruh digital perlu diawasi agar tidak
menempatkan anak sebagai objek komersialisasi yang berlebihan demi
keuntungan ekonomi pihak tertentu.[16]

c. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai
Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur lebih komprehensif
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang ini menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk
kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi.[17]

Salah satu bentuk perlindungan yang penting dalam undang-undang ini adalah
larangan terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal 761 menyatakan
bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual terhadap anak.[18]

Dalam konteks aktivitas anak sebagai pemengaruh digital, ketentuan ini menjadi
dasar hukum yang penting untuk menilai apakah keterlibatan anak dalam
pembuatan konten digital masih berada dalam batas wajar atau justru telah
mengarah pada bentuk eksploitasi ekonomi. Apabila aktivitas tersebut dilakukan
secara berlebihan, mengganggu pendidikan anak, atau hanya berorientasi pada
keuntungan ekonomi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak.[19]
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Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka
hukum yang kuat dalam memastikan bahwa aktivitas digital yang melibatkan
anak tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

d. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai
Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dalam menganalisis
keterlibatan anak sebagai pemengaruh digital. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya melarang mempekerjakan
anak.[20]

Namun demikian, undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap
pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, maupun
sosial anak. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan bahwa dalam kondisi
tertentu anak dapat melakukan aktivitas yang memiliki nilai ekonomi selama
tidak membahayakan perkembangan anak.

Permasalahan yang muncul dalam konteks anak sebagai pemengaruh digital
adalah belum adanya Klasifikasi yang jelas apakah aktivitas tersebut dapat
dikategorikan sebagai pekerjaan atau sekadar aktivitas hiburan di media sosial.
Ketidakjelasan ini menyebabkan adanya kekosongan pengaturan mengenai
batasan jam kerja, pengelolaan pendapatan, maupun mekanisme pengawasan
terhadap aktivitas ekonomi digital yang melibatkan anak.

Oleh karena itu, perkembangan aktivitas ekonomi digital memerlukan
penyesuaian regulasi ketenagakerjaan agar mampu mengakomodasi bentuk
pekerjaan baru yang muncul di era digital.

e. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai
Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan terhadap anak dalam aktivitas digital juga berkaitan dengan
pengaturan mengenai penggunaan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka
hukum mengenai penggunaan sistem elektronik serta tanggung jawab dalam
aktivitas digital.[21]

Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai anak
sebagai pemengaruh digital, ketentuan mengenai keamanan dan tanggung jawab
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dalam penggunaan teknologi informasi tetap relevan dalam memberikan
perlindungan terhadap anak yang aktif di media sosial.

Dalam praktiknya, anak yang berperan sebagai pemengaruh digital berpotensi
menghadapi berbagai risiko di ruang digital, seperti perundungan daring,
penyalahgunaan identitas, maupun penyebaran konten yang melanggar privasi.
Oleh karena itu, pengaturan mengenai keamanan sistem elektronik menjadi
penting untuk memastikan bahwa aktivitas digital anak berlangsung dalam
lingkungan yang aman.

f.  Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai
Pemengaruh Digital dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi

Selain aspek keamanan digital, perlindungan terhadap anak sebagai pemengaruh
digital juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi
perlindungan data individu, termasuk data anak.[9]

Dalam aktivitas media sosial, anak sebagai pemengaruh digital sering kali
membagikan berbagai informasi pribadi melalui konten yang diunggah secara
publik. Informasi tersebut dapat berupa identitas, lokasi, aktivitas sehari-hari,
maupun kehidupan keluarga. Apabila tidak dikelola dengan baik, informasi
tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini menjadi penting dalam
memberikan perlindungan terhadap data pribadi anak agar tidak digunakan
secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Perlindungan data pribadi juga menjadi
bagian penting dalam menjamin hak privasi anak di ruang digital.[22]

2. Bentuk Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja
sebagai Pemengaruh Digital di Indonesia dengan Negara Prancis dan Illinois

Perkembangan media sosial telah melahirkan fenomena baru berupa anak yang
berperan sebagai pemengaruh digital atau child influencer. Aktivitas ini tidak hanya
bersifat hiburan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui kerja sama promosi
produk, monetisasi konten, serta berbagai bentuk kerja sama komersial dengan
perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum
yang memadai bagi anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital.[18]

Di beberapa negara, pengaturan mengenai anak sebagai pemengaruh digital telah
diatur secara lebih spesifik melalui regulasi khusus. Hal ini menunjukkan adanya
kesadaran bahwa aktivitas digital anak dapat menimbulkan potensi eksploitasi
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ekonomi apabila tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, perbandingan hukum
dengan negara lain menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem hukum
memberikan perlindungan terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh
digital.[23]

a.

Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja sebagai
Pemengaruh Digital di Negara Prancis

Negara Prancis merupakan salah satu negara yang secara khusus mengatur
aktivitas anak sebagai pemengaruh digital. Pengaturan tersebut tertuang dalam
Law No. 2020-1266 of 19 October 2020 yang mengatur mengenai eksploitasi
komersial terhadap anak di platform digital.[24]

Undang-undang ini dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah
anak yang tampil dalam konten digital yang menghasilkan keuntungan ekonomi
bagi keluarga maupun pihak lain. Dalam regulasi tersebut, pemerintah
menetapkan bahwa aktivitas anak yang menghasilkan pendapatan melalui
platform digital dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan yang memerlukan
pengawasan hukum.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban
memperoleh izin administratif sebelum anak dapat terlibat dalam aktivitas
produksi konten yang bersifat komersial. Izin ini diberikan oleh otoritas
pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta
memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak mengganggu pendidikan maupun
perkembangan anak.

Selain itu, regulasi ini juga mengatur mengenai pengelolaan pendapatan yang
diperoleh dari aktivitas digital anak. Sebagian dari pendapatan tersebut wajib
disimpan dalam rekening khusus yang hanya dapat diakses oleh anak setelah
mencapai usia dewasa. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan
pendapatan anak oleh pihak lain, termasuk oleh orang tua.

Dengan adanya pengaturan tersebut, sistem hukum di Prancis menunjukkan
pendekatan yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap anak yang bekerja di ruang digital.

Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja sebagai
Pemengaruh Digital di Negara Bagian Illinois

Selain Prancis, pengaturan mengenai anak sebagai pemengaruh digital juga mulai
berkembang di beberapa wilayah di Amerika Serikat, salah satunya di negara
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bagian Illinois. Pengaturan tersebut diperkenalkan melalui perubahan terhadap
undang-undang ketenagakerjaan anak yang dikenal sebagai Child Labor Law.[25]

Regulasi di Illinois memberikan perhatian khusus terhadap anak yang muncul
dalam konten media sosial yang menghasilkan pendapatan bagi keluarga atau
pihak lain. Undang-undang ini mengakui bahwa aktivitas anak dalam konten
digital dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan sehingga
memerlukan pengaturan yang jelas mengenai hak anak atas pendapatan
tersebut.[26]

Salah satu ketentuan utama dalam regulasi ini adalah kewajiban bagi orang tua
atau wali untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari
aktivitas digital anak ke dalam rekening khusus atas nama anak. Ketentuan ini
bertujuan untuk memastikan bahwa anak memperoleh manfaat ekonomi dari
aktivitas yang melibatkan dirinya.

Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan hak kepada anak untuk
menuntut secara hukum apabila pendapatan yang seharusnya menjadi haknya
tidak diberikan atau disalahgunakan oleh pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan
bahwa sistem hukum di Illinois memberikan pengakuan terhadap hak ekonomi
anak yang terlibat dalam aktivitas digital.[26]

c. Analisis Bentuk Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Anak yang
Bekerja sebagai Pemengaruh Digital

Berdasarkan perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia, Prancis, dan
Illinois, dapat terlihat adanya perbedaan pendekatan dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai pemengaruh digital.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas digital
masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, seperti undang-undang mengenai perlindungan anak,
ketenagakerjaan, serta teknologi informasi. Namun, hingga saat ini belum
terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai anak sebagai
pemengaruh digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan
hukum terhadap fenomena baru yang berkembang di era digital.[9]

Sebaliknya, di Prancis dan Illinois, pengaturan mengenai anak yang tampil dalam
konten digital telah diatur secara lebih spesifik. Kedua wilayah tersebut
menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital yang
melibatkan anak serta perlindungan terhadap hak ekonomi anak.
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D.

Pengaturan di Prancis lebih menitikberatkan pada mekanisme perizinan dan
pengawasan negara terhadap aktivitas digital anak, sedangkan regulasi di Illinois
lebih menekankan pada perlindungan terhadap hak ekonomi anak melalui
pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas digital.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan
pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur fenomena anak
sebagai pemengaruh digital. Pembentukan regulasi khusus diharapkan dapat
memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi eksploitasi ekonomi
terhadap anak dalam aktivitas digital.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak
yang bekerja sebagai pemengaruh digital di Indonesia pada dasarnya telah memiliki
dasar normatif yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai
dari jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pengaturan hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ketentuan
larangan eksploitasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai
pekerjaan anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga perlindungan dalam
ruang digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi, namun pengaturan tersebut masih bersifat umum
dan belum secara khusus mengatur aktivitas anak sebagai pemengaruh digital sehingga
belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif terhadap bentuk pekerjaan
baru di era digital tersebut. Berbeda dengan kondisi di Prancis dan negara bagian Illinois
yang telah memiliki pengaturan yang lebih spesifik mengenai keterlibatan anak dalam
aktivitas digital yang menghasilkan keuntungan ekonomi, termasuk melalui mekanisme
pengawasan, perizinan, serta pengelolaan pendapatan anak guna mencegah potensi
eksploitasi ekonomi. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum
Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi yang lebih khusus agar perlindungan
terhadap anak dalam aktivitas ekonomi digital dapat dilaksanakan secara lebih optimal,
sehingga di masa mendatang diperlukan pengembangan kebijakan hukum yang mampu
menyesuaikan perkembangan teknologi digital dengan tetap menempatkan kepentingan
terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap bentuk aktivitas yang melibatkan
anak di ruang digital.
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